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ABSTRAK

Banyaknya kejahatan yang terjadi belakangan ini. Dimana terindentifikasi
bahwa pelaku adalah seorang residivis dan didukung beberapa data dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjadi latar belakang penelitian ini.
Yang menjadi pertayaan besar adalah mengapa hal ini bisa terjadi ditengah
resahnya masyarakat terhadap tindakan pidana yang ada. Penelitian  ini bertujuan
untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis cara pelaksanaan
pembinaan Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Yogyakarta dan untuk mengetahui
seberapa efektifitasnya pembinaan residivis di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II
A Yogyakarta dalam upaya preventif terhadap pelaku resdivis.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA
Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan
pendekatan secara yuridis empiris dalam artian dari Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mempelajari data-data yang diperoleh
dari hasil wawancara, pengumpulan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta. Serta analisis data dalam proses mencari dan menyusun  secara
sistematis data-data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-
bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan
informasi. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis
menggunakan metode analisis diskriptif analisis.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam efektifits
pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta
belum efektif, akan tetapi penanganannya telah sesuai dengan Undang-undang
Nomer 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana  pelaksanaannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang
dilaksanakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yakni pembinaan kepribadian,
pembinaan kemandirian, asimilasi dan integrasi. Namun bahwa selama ini tidak
ada pemisahan antara narapidana residivis dan non residivis, tanpa tanpa adanya
pertimbangkan dampak yang terjadi dengan menyesuaikan dengan kondisi
lingkungan.

Kata kunci: Residivis, Pola Pembinaan Residivis, Efektifitas.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Bumi terdapat banyak kelompok-kelompok manusia dengan

berbagai pola dan tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian dari

sekian ragam kelompok manusia yang mempunyai pola-pola kehidupan

yang bervariasi tidak pernah terlepas dari problema yang merupakan

akibat adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu.

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi

ketimpangan didalam proses penerapannya.  Sesuai  dengan ketentuan

yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia

yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan

pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang

terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan  karena

luasanya negara  Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di

negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di

Indonesia, Selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya
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kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia

saat ini.

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan

masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan

hukum. (timbulnya, berubahnya,lenyapnya ) sesuai dengan perkembangan

masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan

masyarakat.1

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi”

kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-

perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan”

terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi

alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan

perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah

sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam

masyarakat.2

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum

pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi

masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk

menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-

18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan

1 Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
hml. 51.

2 Soedjono Dirdjosisworo, Sejarah Dan Azaz Penologi, (Bandung: Armico, 1984), hlm.
115.
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perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran

penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di

pandang kejam.3

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar

penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi

sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem

pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan

dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu

antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.4

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perjalanan panjang dari

sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Di awali dengan sistem

kepenjaraan yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang

cenderung bersifat pembalasan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah

dilakukan. Dalam sistem kepenjaraan seorang pelanggar hukum yang telah

3 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cet. Ke-2
(Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm. 2.

4 Ibid.
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terbukti bersalah dan menerima pidana akan diberi hukuman dan

diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai

pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Hal ini dipandang

sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan

falsafah pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan

pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang

mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap orang yang

melakukan perbuatan melawan hukum. Konsepsi ini dicetuskan oleh

Sahardjo pada pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas

Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dari konsep tersebut Konferensi Dinas

Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April - 5 Mei 1964 melahirkan

Sistem Pemasyarakatan melalui amanat Presiden Republik Indonesia pada

tanggal 27 April 1964.5

Dalam sejarah zaman kompeni Belanda urusan penjara dikenal

dengan “spinhuis” atau rumah tahanan, cara penampungan yang demikian

ini dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan

pendidikan agama, memberikan pekerjaan, dan kemudian menjadi contoh

bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.6

Jadi pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk

mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni

memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang

5 http://kepemasyarakatan.blogspot.com/2013/04/tujuansistempemasyarakatan.html

6 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2006). Hlm. 926.
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menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai,

didengar, dan dibaca tentang adanya pelaku-pelaku kejahatan kambuhan

atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis7 yang merupakan suatu

masalah tersendiri yang memerlukan penanganan oleh berbagai pihak,

utamanya pemerintah.8

Sehubungan dengan itu, maka kehadiran Lembaga Pemasyarakatan

perlu tetap dipertahankan eksistensinya, oleh karena tujuan utamanya

adalah untuk mendidik, membina para narapidana agar kelak setelah

mereka menjalani hukumannya, dapat kembali ke tengah-tengah

masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan

bangsa dan negara. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama

atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan,

melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat

yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum

pidana yang sering di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi

masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk

menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-

18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan

perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran

7“Pengulangan tindak pidana”, Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika,
2007). 431. KUHP Pasal 486,487,488.

8 http://wirawijaningrat.blogspot.co.id/2014/03/bab-i-pendahuluan-a.html
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penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang di

pandang kejam.9

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar

penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi

sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem

pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan

dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu

antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki

diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.10

Berawal dari banyaknya narapidana yang mengulangi kejahatan

setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa selama

ini pembinaan di LAPAS Yogyakarta ada problematika yang belum

terpecahkan, dengan adanya data yang ada dari tahun 2010-2015.

9 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, (Bandung: Refika

Aditama, 2006). hlm.2

10 Ibid.
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Berkaitan dengan uraian di atas, penulis membahasnya dalam

sebuah skripsi dengan judul “Efektifitas Pembinaan Narapidana

Residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta (Studi

Kasus Tahun 2010-2015)”. Dengan alasan pokok sebagai berikut:

a) Banyaknya jumlah Residis yang ada dari tahun-ketahun semakin

naik. Dengan data darai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

YOGYAKARTA.

b) Lapas adalah satu-satunya wadah untuk menampung dan membina

para narapidana untuk menyadarkan bahwa kejahatan bukanlah

suatu pilihan yang dapat diambil.

c) Keberadaan Lapas adalah membantu para narapidana dalam

menuntut ilmu dan menambah keterampilan serta memperbaiki

akhlak (budi pekerti) mereka sebagai bekal hidup setelah menjalani

masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, untuk

itu perlu diketahui proses pembinnaan yang berlangsung selama

ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang masalah, maka dapat

disimpulkan terdapat berbagai pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pembinnaan Narapidana Residivis di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam kurun 2010-2015 ?
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2. Apa yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan tehadap

narapidana Residivis?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Narapidana Residivis

melakukan tindak pidana kembali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C. a. Tujuan

Ada pun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan residivis di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam kurun waktu

2010-2015.

2. Untuk mengenditifikasi danya faktor-faktor yang mempengaruhi

pembinaan terhadap Residivis.

3. Mengetahui gejala atu alasan dibalik terjadinya residivis.

C. b. Manfaat

Ada pun Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi

Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta agar

lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pembinaan bagi

narapidana.

2. Sebagai bahan referensi bagi reka-rekan mahasiswa Fakultas

Hukum serta pihak lain yang berkompoten dan ingin
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mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan Lembaga

Pemasyarakatan Yogyakarta.

3. Diharapkan mampu memberi pembelajaran bagi masyakat

umum agar mampu mengendalikan prilaku dan mentaati

undang-undang negara serta mejadi warga negara yang taat

hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai saran dan sumber literatur dalam penulisan tentang

Efektifitas pembinaan narapidana Residivis dilapas kelas IIA yogyakarta

maka Penyusun melakukan  beberapa penelitian diantarnya:

Penelitian yang telah dilakukan oleh waliyah rahmah, (2015)

pembinaan narapidana Residivis dilembaga pemasyarakatan kelas IIA

yogyakarta. Dengan melihat dari segi pembinaannya, Meninitik beratkan

pada pola Pembinaannya, bagaimana kebijakan aplikatif. Serta pola

pembinaan selama ini yang berjalan sesuai yang diharapkan.11

Nani wita Sembiring, (2009) Fakultas Hukum Universitas Sumatra

Utara, meneliti tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembinaan

Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung

Gusta Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan

11 Waliah rahman, Pembinaan narapidana residivis dilembaga pemasyarakatan kelas
IIA Yogyakarta),” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Yogyakarta, 2015.
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narapidana anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta

sudah dapat dikatakan efektif. dilihat dari pemahaman narapidana terhadap

pembinaan yang ada di Lapas yaitu sebagian besar narapidana memahami

tentang jenis-jenis pembinaan di Lapas, sikap narapidana yang sebagian

besar merasa tertarik dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan

pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi

serta keterlibatan narapidana terhadap pembinaan yang diberikan. 12

Syafril Zakaria, (2009) Fakultas Hukum Universitas Negeri

Lampung meneliti tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan

Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

lembaga pemasyarakatan semaksimal mungkin menjalankan peran yang

ideal (ideal role) yaitu peran yang di jalankan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun pada kenyataannya

lembaga pemasyarakatan belum mempunyai aturan khusus tentang

pembinaan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga petugas

pemasyarakatan menjalankan peran yang dianggap diri sendiri (perceived

role). 13

12 Nani wita Sembiring, , meneliti tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Oleh
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-A Tanjung Gusta Medan Fakultas Hukum Universitas
Sumatra Utara, 2009,

13 Syafril Zakaria, meneliti tentang Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan
Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, 2009.
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Willy Sriyatna, (2007) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta meneliti tentang Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan

Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manfaat Latihan Kerja

Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah

Selesai Menjalani Masa Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

latihan kerja keterampilan bermanfaat bagi Narapidana. Latihan kerja

keterampilan merupakan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidup demi

kelangsungan hidupnya.14

Marthinus Eko Frengky Rinarno, (2008) Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta meneliti tentang Efektifitas Pembinaan

Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas

pembinaan Narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tenaga

pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembinaan terhadap narapidana tindak pidana

korupsi kurang efektif karena narapidana tindak pidana korupsi tidak

memiliki keinginan untuk dibina atau diberikan pembinaan dari tenaga

pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman. 15

14 Willy Sriyatna, meneliti tentang Latihan Kerja Keterampilan Warga Binaan
Pemasyarakatan Sebagai Bekal Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana. Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.

15 Eko Frengky Rinarno, (2008) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
meneliti tentang Efektifitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Sleman
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E. Kerangka Teoritik

Agar penyusun mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka

perlu ada kerangka teoritik, sebagai acuan dan mencegah terjadinya

penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak

relavan.

Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya

adalah :

1) Teori penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai

tindakan menerapakan  perangkat sarana hukum tertentu untuk

memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap

kententuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto

Rahardjo.16 Penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan

hukum menjadi kenyataan.

Menurut Van  Appeldoorn  sebagaimana  yang  dikutip

oleh  Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib

masyarakat yang damai dan seimbang. Tertib  hukum  menjadi

tertib  hukum  hanya  karena  mengandung  keadilan sehingga

didukung oleh masyarakat  sebagai  subjek hukum umum. Tetapi

16 Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum. (Bandung : sinar baru 1983), hlm.24.
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ketertiban umum  tidak  niscaya  mengandung  keadilan,  karena

bisa  saja  dipaksa  oleh  suatu kekuatan  (misalnya  pemerintah

yang  otoriter)  yang  berkepentingan  terhadap  suatu keadaan  yang

tunduk  kepadanya,  ketimbang  memberikan  keadilan  kepada

masyarakat.  Sehingga  tidak  berlebihan  jika  ditegaskan  bahwa

fungsi  utama  dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.17

Selain  daripada  itu,  hukum  setidaknya  mempunyai  3  (tiga)

peranan  utama dalam masyarakat antara lain:

1.  Sebagai sarana pengendali sosial.

2.  Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.

3.  Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

2) Teori pembinaan narapidana.

Teori ini menjabarkan Tujuan  diadakan  pemidanaan

diperlukan  untuk  mengetahui  sifat  dasar  dari hukum pidana.

Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang

mengajukan  problematik  sifat  pidana  yang  menyatakan  bahwa,

ìrechtsguterschutz durch rechtsguterverletung yang  artinya

melindungi  kepentingan  tetapi  dengan menyerang  kepentinganî.18

Ada yang  berpendapat  bahwa  pidana  sebagai  suatu

sarana  pembalasan  atau  berdasarkan teori  absolute. dan  ada  yang

berpendapat  bahwa  pidana mempunyai  tujuan  positif atau

berdasarkan  teori  tujuan,  serta  ada  juga  pendapat  yang

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.
18 Bambang Purnomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 27.



14

menggabungkan  kedua teori tujuan pemidanaan tersebut. Berbagai

pemikiran  muncul  mengenai  manfaat  pidana,  sehingga  muncul

beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain19

3) Teori efektitfitas.

Berbicara efektifitas hukum, berpendapat tentang pengaruh

hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun

sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing

perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas

pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup

efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang

bersifat positif maupun negatif”.20

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik

untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan

berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari

norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan

mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau

ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati

nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap

tingkah laku. Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat

dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan

19 Petrus  Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana,
(Jakarta: CV. Indhill Co, 2007), hal. 6.

20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.
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aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu

sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk

ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya

indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.21

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena

undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak

konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan

dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu

dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan

efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan

tidak perlu penafsiran, aparatnya menegekan hukum secara konsisten

dan masyarakat terkena aturan tersebut.22

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono

Soekanto23 adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum

ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan.

21 Ibid.
22 http://beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum/
23 Ibid.
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e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun  pakai dalam membahas skripsi ini

adalah :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field

research), ialah penelitian yang langsung  dilakukan obyek untuk

mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian

yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat

kaitannya dengan penelitian lakukan, untuk kemudian dianalisis dan

diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber data.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan

sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil

wawancara langsung dengan berbagai narasumber di LAPAS

Kelas II Yogyakarta.
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b. Data skunder.

Data skunder adalah data yang secara tidak

langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung

sumber data primer. Adapun sumber data tersebut dapat yaitu :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

c. Data tersier.

Data tersier adalah sumber data yang digunakan

untuk mendukung dari sumber data primer dan data skunder

yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa : kamus website

ataupun sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah para

serjana, hasil penelitian buku-buku atau makalah.

4. Pendekatan penelitian.

Sebagaimana  pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan

pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan

yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada

kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat

kaitannya dengan pembinaan Residivis di LAPAS Kelas II

Yogyakarta.
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5. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberpa teknik

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut :

a. Observasi.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan  secara

sistimatik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.24

Selanjutnya observasi berfungsi sebagai explorasi dari hasil ini

dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya

serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.25

Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawanacara.

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan

menggunakan teknik wawancara. Menurut sugiono, wawancara

atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.26

24 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta : UGM Press, 2007),
hlm. 106.

25 S. Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004) , hlm.106.

26 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,
cet. ke-8, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.. 334.
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c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode

yang digunakan dengan mencari data atau tulisan serperti arsip,

pendapat, buku-buku, dan bahan  lain yang berkaitan dengan

kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneleti.27

d. Analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara

sistematis data-data yang di peroleh dari wawancara, catatan

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami

dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Kemudian untuk

menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode

analisis diskriptif analisis. Setelah Data yang dibutuhkan terkumpul

dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan

dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna.

27 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan , ( Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.
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G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan

membagi skripsi ini dalam lima bab. Yang mana antara bab satu dengan

bab yang lainnya disusun secara sistematis dan logis. Dalam setiap bab

terdiri dari sub-sub pembahasan, untuk lebih jelasnya sistem penulisan

skripsi tersebut sebagai berikut :

1. Bab pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua adalah Tinjauan Umum Penegakan Hukum Lembaga

Pemasyarakatan serta Residivis.

3. Bab Ketiga menjelaskan Tentang Gambaran Umum dan terperinci

tentang Lapas Kelas IIA Yogyaarta.

4. Bab Keempat Hasil Penelitian dan Analisis tentang Pembinaan

Narapidana Residivis Lapas IIA Yogyakarta.

5. Bab Kelima Kesimpulan. Bab ini merupakan bagian akhir dari

penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran berdasarkan

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan pada BAB IV diatas yang menjadi pokok

masalah dalam penulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai

mana berikut:

1. Pembinaan yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Yogyakarta yakni

pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, asimilasi dan

integrasi, namun dalam Pembinaan terhadap pelaku Residivis ini belum

bisa dikatan efektif berdasarkan data yang ada, karna dalam realitanya

atau kondisi yang ada bahwa selama ini tidak ada pemisahan antara

narapidana residivis dan non residivis, tanpa tanpa adanya

pertimbangkan dampak yang terjadi dengan menyesuaikan dengan

kondisi lingkungan. disinilah menjadi titik tidak efektifitasnya

pembinaan di LAPAS kelas IIA Yogyakarta. seorang residivis

pembinaannya harusnya mempunyai Perbedaan tersendiri dari napi

pemula, karena mempunyai kecendurungan tertentu  baik secara mental

maupun kepribadiannya. persamaan perlakuan pembinaan yang

diterapkan kepada kedua narapidana yaitu narapidana resedivis dengan

yang umum atau baru pertama kali tentunya sangat berpengaruh

terhadap pola sikap narapidana yang lain utamanya pemula, dimana
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akan merasa kajahatan adalah hal biasa dan ini pun tetap tidak dapat

diterima atau dibenarkan dan seharusnya ada perlakuan pembinaan

lebih kepada residivis.

2. Ada pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi pembinaan residivis

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya (1) belum

adanya klasifikasi bagi narapidana residivis, penempatan narapidana,

program pembinaan yang diperuntukkan masing-masing klasifikasi,

dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan

narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti

pembinaan, dan kurangnya partisipasi pemerintah dan masyarakat.

B. Saran.

Agar peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

dalam Pembinaan Residivis ini Berjalan dengan efektif dan sesuai yang

diharapkan maka peneliti mempunyai beberapa saran. sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan cara

mengikutsertakan petugas pembina dalam kegiatan pelatihan-

pelatihan, penataran-penataran atau seminar-seminar yang berkaitan

dengan pembinaan Residivis sehingga dapat meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan dalam pembinaan Residivis.
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2. Mendatangkan Trainer atau Psikolog untuk Memberikan pembinaan

keterampilan yang lebih bervariasi sesuai dengan  perkembangan saat

ini dan utamanya secara mental.

3. Untuk KEMENKUHAM agar dapat merancangkan aanggaran lebih

dalam pembinaan residivis demi pemulihan prilaku kambuhan

kejahatan.

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi

pemerintah maupun instansi swasta agar pembinaan yang diberikan

dapat lebih mencapai hasil yang lebih optimal.

5. Melibatkan peran pemuka agama, karna penulis mengganggap ini

adalah seuatu keharusan dalam perubahan pandangan pelaku, dimana

peran  agama ini sangat di utamakan dalam merubah pandangan dari

pada kehidupan duniawi.
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Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, 10 November 2016.

Wawancara dengan Residivis, 15 november 2016.



KUESIONER WBP RESIDIVIS

Nama responden :

Kasus :

Pertayaan :

1. Tindak Pidana apa yang anda lakukan ?

a. Kasus I :

b. Kasus II :

c. Ksus III :

2. Apa faktor yang melatar belakangi saudara melakukan tindak

pidana lagi ?

3. Apa ada perbedaan dalam pembinaan ketika saudara melakukan

tindak pidana pertama dan sekarang ?

4. Bagaimana perlakuan petugas pembinaan terhapan pelaku

residivis ?



5. Apakah saudara menyukai pola pembinaan di LAPAS utamanya

bagi para residivis ?

6. Menurut saudara bagaimana proses pembinaan di LAPAS ini ?

7. Bagaimana hubungan saudara dengan warga binaan non residivis

?

8. Apakah saudra merasa puas atau merasa tertekan dengan

pembinaan di LAPAS ini ?

9. Apakah ada paksaan dari Petugas LAPAS ?

10. Apakah ada perlakuan khusus terhadap saudara maupun para

residivis lainnya ?



11. Bagaimna hubungan saudara dengan para petugas pembinaan ?

12. Apakah ada hukuman ketika saudara tidak mengikuti proses

pembinaan ?

13. Apa harapan terbesar anda setelah melakuakan pembinaan dan

setelah keluar dari LAPAS ?

14. Ada kesan tersendiri dalam proses pembinaan disini ?

Yogyakarta, 8 /  11  / 2016

( ......................................)
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